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Abstrak
PT. Bumi Jatikalang Sejahtera merupakan satu-satunya perusahaan pengembang di Sidoarjo yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia dalam hal penyedia perumahan serta PT. BJS juga pernah mendapat penghargaan KPR terbanyak dari bank penyedia KPR yaitu salah satunya adalah bank BTN Sidoarjo. Untuk menganalisis kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera dan untuk memahami kendala yang dihadapi PT. Bumi Jatikalang Sejahtera dalam pemenuhan hak bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu terkait masa percobaan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah Kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera adalah larangan yang diatur pada Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja telah diketahui PT. BJS namun belum bisa mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.Alasan masih menerapkan masa percobaan pada pekerja, peforma setiap pekerja berbeda, menghemat biaya operasional upah bagi pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan peforma yang diminta, beberapa pekerja yang mendaftar di bagian pemasaran tidak sepenuhnya mengerti kondisi lapangan, beberapa pekerja bagian pemasaran meminta menjadi PKWT. Ada beberapa saat pemenuhan hak bagi pekerja PKWT yaitu pada kendala eksternal, pekerja ada yang kurang jujur dan langsung menghilang apabila tidak memenuhi target penjualan. 
Kata Kunci: Perusahaan Pengembang, Bagian Pemasaran, PKWT
Abstract
PT. Bumi Jatilang Sejahtera is the only developer company in Sidoarjo that cooperates with the Indonesian Navy throughout Indonesia in terms of housing providers and PT. BJS has also received the most KPR awards one of which is BTN Sidoarjo. To analyze the suitability of the probationary period of marketing workers with the laws and regulations at PT. Bumi Jatilang Sejahtera and to understand the obstacles faced by PT. Bumi Jatilang Sejahtera in fulfilling the rights for workers with a work agreement for a certain time related to a probationary period. The research uses the empirical legal method which is another approach model in researching law as the object of research, qualitatively analyzed. The results of the study are the suitability of the probationary period of marketing workers with the laws and regulations at PT. Bumi Jatilang Sejahtera is a prohibition regulated in Article 81 Number 14 of the Job Creation Law, which PT. However, BJS has not been able to comply with the legislation. The reason is that it is still applying a probationary period to workers, the performance of each worker is different, saving operational costs for wages for workers who do not work in accordance with the required performance, some workers who register in the marketing department do not fully understand the conditions In the field, several workers in the marketing department asked to become PKWT. There are several times when the fulfillment of rights for PKWT workers is due to external constraints, there are workers who are less honest and immediately disappear if they do not meet the sales target.
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PENDAHULUAN


Salah satu negara berkembang di dunia adalah Indonesia, yang pada perkembangannya memiliki potensi memadai dalam meningkatkan pembangunan nasional. Adanya pembangunan nasional ini bertujuan untuk membantu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pembangunan nasional juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia, membantu memajukan kesejahteraan umum, turut mencerdaskan kehidupan dan menjaga ketertiban dunia yang telah tertulis dalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV. 

Kemajuan dunia usaha saat ini dari tahun ke tahun berkembang dengan pesat, hal ini terjadi pada berbagai jenis dan bidang usaha. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pelaku bisnis agar perusahaan mereka berjalan sesuai harapan, mulai dari pengerjaan kualitas dan mutu hingga penyelesaian kantor administrasi. Salah satu pegangan bisnis yang menonjol adalah bisnis perbaikan penginapan. Bisnis ini memiliki nilai jual yang stabil, dan bahkan secara umum akan berkembang setiap tahun. Dengan peningkatan populasi penduduk Indonesia yang terus bertambah, penginapan, kantor dan bangunan modern serta tempat untuk menyelesaikan latihan yang ketat juga diperlukan.

Bidang pemasaran dalam perusahaan pengambang memiliki posisi penting karena bidang pemasaran adalah ujung tombak perusahaan pengembangan. Interaksi sosial di mana orang-orang dan perkumpulan mendapatkan kebutuhan dan kebutuhan mereka dengan membuat, menawarkan, dan memperdagangkan apa yang mereka pantas dapatkan satu sama lain, berusaha untuk memberi dan menyampaikan tenaga kerja dan produk yang tepat kepada calon pelanggan, dengan pengaturan yang sempurna, di tempat yang tepat nilai, kemajuan dan korespondensi. atau sebaliknya dapat juga diartikan sebagai kegiatan manusia yang dikoordinasikan untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui perdagangan (Kotler 2009).
Seseorang yang berprofesi sebagai bagian pemasaran pada perusahaan pengembang memiliki tugas menjelaskan spesifikasi perumahan yang akan dijual dan mendampingi calon pembeli ke lokasi untuk melihat kondisi produk pengembang. Bagi calon pembeli yang berminat, seorang pemasar harus mengantarkan langsung ke kantor pemasaran untuk diproses oleh staf administrasi. Terkadang bagian pemasaran juga diharuskan melengkapi persyaratan atau berkas konsumen untuk pengajuan kredit ke bank. Konsumen yang berkasnya lengkap dan sesuai dengan ketentuan bank akan dibuatkan perjanjian kredit.

Berfungsi sebagai bagian pemasaran tentu bukan pekerjaan sederhana. Seorang pekerja pemasaran biasanya memiliki tujuan dalam pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan tempat bekerja. Dengan asumsi seorang pekerja pemasaran dapat mencapai tujuan ideal perusahan, spesialis pemasaran akan mendapatkan dorongan. Kekuatan motivasi ini dapat berupa uang tunai atau kantor yang diberikan oleh perusahaan.

Keyakinan yang sah dalam hubungan yang berfungsi dan kolaborasi diselesaikan untuk mengatasi masalah, biasanya dinyatakan sebagai pengaturan. Pengaturan merupakan bagian penting dari undang-undang yang diciptakan untuk memberikan kepastian ekonomi dan ketergantungan publik, baik untuk urusan bisnis orang dan substansi (pemerintah, swasta, koperasi) (Syahmin 2006). Dari perjanjian yang dilakukan para pihak akan mendapatkan apa yang diharapkanya. Dengan terdapatnya perjanjian maka timbulah perikatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun undang-undang.”
Persetujuan sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah :“ suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  Mengingat pemahaman komitmen di atas, sangat mungkin beralasan bahwa situasi pertemuan untuk kesepahaman adalah setara dan disesuaikan. Hal ini tidak sama dengan pentingnya pengaturan dikontraskan dengan situasi pemahaman kerja (Djumadi, 2006). Pemahaman tersebut melahirkan hubungan yang halal. Salah satu pengertiannya adalah pengaturan bisnis. Pengertian bisnis melahirkan suatu hubungan yang halal yang biasa disebut hubungan kerja(Budiono, 2009). Pemahaman bisnis sebagai metode yang mendasari sebelum hubungan bisnis terjadi harus diakui dan diharapkan, dalam perasaan kesetaraan bagi dua manajer dan pekerja, mengingat keduanya akan terlibat dengan hubungan fungsi (Kartasapoetra 1994).
Berkaitan dengan suatu jangka waktu suatu pekerjaan dalam hukum ketenagakerjaan di dalam ketentuan Pasal 81 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dibagi menjadi 2 jenis perjanjian kerja yakni, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
Perbedaannya Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja untuk jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya suatu pekerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjaanya adalah pekerja tetap (Asyhadi 2007). 
Salah satu perusahaan pengembang di Indonesia adalah PT Bumi Jatilang Sejahtera yang beralamat di Kav. DPR IV No. 8, Nggrekmas, Pagerwojo, Kec. Buduran, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. PT Bumi Jatikalang Sejahtera (selanjutnya disebut PT. BJS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan perumahan. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 70 orang yang terdiri dari pekerja di kantor dan lapangan (bagian pemasaran), satpam. 

PT. BJS masuk kedalam perusahaan pengembang menengah yang terus berkembang untuk memenuhi jumlah perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pengembangan ini dilakukan paling banyak didaerah Sidoarjo yang mana memiliki jumlah tanah kosong yang sesuai dengan kebutuhan pengembang, serta Sidoarjo sebagai kabupaten penyangga Surabaya sehingga banyak pekerja yang bekerja di Surabaya namun tidak bisa memiliki rumah di Surabaya karena harga tanah dan rumah yang semakin tinggi, hadirnya PT. BJS ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

PT. BJS memiliki keunggulan dibanding perusahaan pemasaran lainnya, yaitu PT. BJS pernah mendapatkan juara dalam bidang kerjasama yaitu KPR terbanyak pada tahun 2018 dan PT. BJS merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kerja sama dengan TNI diseluruh Indonesia untuk penyedia perumahan bagi anggota TNI. Selain PT. BJS juga terdapat beberapa perusahaan pengembang lainnya yang mendapatkan nominasi pada bidang kerjasama KPR yaitu PT. Eka Permata Surya Sentosa, PT. Panca Sempurna Jaya, PT. Bangun Papan Selaras dan PT. Mega Dasa Semesta. Dibanding keempat perusahaan pengembang lainnya, PT. BJS mempunyai pekerja pemasaran dengan status PKWT sebanyak 35 orang dan pegawai PKWTT bagian pemasaran sebanyak 4 orang saja. Sehingga dalam penelitian ini peneliti meneliti pada PT. BJS.  Berikut data pada kelima PT diatas,
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Sumber: didapat dari REI (Real Estate Indonesia) di Sidoarjo 
Pada tabel diatas bahwa pekerja pada PT. BJS memiliki 35 pekerja PKWT dan 4 orang pekerja PKWTT, PT. Eka Permata Surya Sentosa pekerja PKWT berjumlah 30 dan 10 pekerja PKWTT, PT. Panca Sempurna Jaya 10 pekerja PKWT dan 5 pekerja PKWTT, PT. Bangun Papan Selaras 35 pekerja PKWT dan 8 pekerja PKWTT dan yang terakhir adalah PT. Mega Dasa Semesta 25 pekerja PKWT dan 5 pekerja PKWTT. 
Isu hukum dalam penelitian ini adalah pada aturan Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (2) dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung, namun pada kenyataanya PT. BJS masih menerapkan masa percobaan kerja bagi pekerja PKWT. Ada berbagai alasan yang mendasari PT. BJS menerapkan masa percobaan meskipun pada peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan hal tersebut dan dianggap perjanjian kerja itu batal demi hukum. 
Kontrak kerja yang seharusnya bersifat PKWT tidak diterapkan secara benar, maka posisi pekerja tersebut bisa menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga ia memiliki hak-hak berbeda dengan pekerja kontrak. Dengan perbedaan hak tersebut, pekerja dapat melayangkan tuntutan kepada perusahaan.

Pada tahap pelaksaaan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut (Miru 2007). Dengan diketahuinya tahap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut pada PT BJS maka akan diketahui pula apakah perjanjian kerja tersebut telah memenuhi unsur perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja atau dengan kata lain perjanjian kerja tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di di PT. BJS dan untuk memahami kendala yang dihadapi PT. BJS dalam pemenuhan hak bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu terkait masa percobaan. 
METODE
Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris atau socio legal research yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum (Sonata, Hukum, and Lampung 2014). Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera beralamat di Jl. Kav. DPR IV No. 8, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Group 2020). 

Informan merupakan tumpuan utama pada data lapangan, yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam untuk mendukung data tersebut (Benuf et al. 2020). Informan adalah individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan sesuai dengan yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya (Sugiyono 2005). Informan dalam penelitian ini adalah General Manajer PT. Bumi Jatikalang Sejahtera yaitu Ibu Titik. 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan  (Bachtiar 2018). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi.
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang dilakukan terhadap objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Masa Percobaan Pada Pekerja Bidang Pemasaran Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya yang mana memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan perjanjian tersebut. Secara umum, perjanjian mengikat dua belah pihak, ketentuan dan syarat perjanjian dibuat oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelumnya telah diatur dalam dalam Pasal 56 – Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, namun beberapa pasal telah diubah pada UU Cipta Kerja antara lain Pasal 56 – Pasal 59 dan Pasal 62. 

PT. BJS menuliskan bahwa pekerja pemasaran termasuk pada pekerja dengan waktu tertentu. Pada Pasal 54 ayat (1) huruf g mengatur mengenai mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja yang mana dalam PKWT hal ini merupakan hal utama, karena PKWT merupakan pekerjaan dengan waktu tertentu sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan. 

Rincian pada perjanjian kerja PT. BJS ini telah sesuai dengan aturan pada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Namun, pada PKWT mempunyai aturan jangka waktu yang sebelumnya telah tertulis dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang saat ini, pasal diatas telah dirubah kedalam Pasal 81 Angka 15 UU Cipta Kerja.
Pekerja yang dikenakan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. BJS selain bagian pemasaran adalah bagian satpam yang bertugas pada saat pembangunan perumahan, namun ketika pembangunan tersebut telah selesai maka satpam tidak dipekerjakan lagi.  Berbeda dengan bagian pemasaran yang mempunyai masa percobaan kerja, yang mana tertulis dalam perjanjian sebagai “masa evaluasi produktifitas kerja”. Isi perjanjian mengenai jangka waktu PKWT bagian pemasaran pada PT. BJS tertulis sebagai berikut: “pihak pertama memberi kesempatan kepada pihak kedua untuk terikat kontrak kerja sebagai marketing selama 12 (dua belas) bulan mulai tanggal ____ sampai dengan _____ dengan masa evaluasi produktifitas kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali” yang mana tidak sesuai dengan Pasal 81 Angka 12 UU Cipta Kerja menyatakan “jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja”, karena pada pelaksanaanya Bu Titik menjelaskan bahwa perjanjian kerja tersebut diperbarui setiap tiga bulan sekali selama 2 periode lalu enam bulan sekali hingga dua belas bulan. 
Pada perjanjian ini juga tertulis masa evaluasi produktifitas kerja setiap tiga bulan sekali, padahal dalam Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja tertulis,  (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (2) dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.”
Pasal diatas mengatur bahwa tidak boleh ada masa percobaan kerja ketika pekerja tersebut dipekerjakan dengan status PKWT. Namun, pada implementasinya masih terdapat pernyataan adanya masa percobaan kerja pada pekerja PKWT. Dalam menunjang penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Titik Kusmiati selaku General Manager PT. Bumi Jatikalang Sejahtera (GM PT. BJS) yang membawahi divisi pemasaran. 
Selama masa kerja satu sampai dua belas bulan maka para pekerja tetap mendapatkan hak-haknya seperti fee, bonus, uang transport, uang pulsa dan uang makan yang mana tidak ditentukan sudah harus bekerja berapa bulan pada PT. BJS. Jika pekerja pemasaran tersebut telah melewati dua belas bulan bekerja di PT. BJS, maka tidak ada lagi masa evaluasi kerja namun status dari pekerja tersebut tetap PKWT dan perbedaan dari PKWT sebelum dua belas bulan dan setelah dua belas bulan adalah bonus dan komisi yang ditambah. Ibu Titik menjelaskan, Komisi adalah imbalan berdasarkan presentase penjualan bersifat tetap dan mengikat, berupa rupiah. Bonus adalah imbalan yang sifatnya tidak harus berupa mata uang tetapi bisa berupa benda atau lainnya.
Penerapan pekerja waktu tertentu pada bagian pemasaran juga dilaksanakan karena, pertama, peforma setiap pekerja berbeda-beda, tidak semua pekerja bagian pemasaran bisa mencapai target yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja, ketika terdapat pekerja yang tidak bisa memenuhi target namun PT. BJS telah mengeluarkan uang pulsa serta uang transportasi maka hal tersebut memberatkan PT. BJS secara materil, sedangkan pada perjanjian tersebut apabila selama masa evaluasi maka para pekerja akan dilihat peforma penjualan setiap unitnya, jika tidak sesuai maka PT. BJS berhak mengeluarkan pekerja tersebut. 
Kedua, menghemat biaya operasional upah bagi pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan peforma yang diminta, upah bagi pekerja PKWT dan PKWTT pada PT. BJS berbeda, karena berat tanggung jawab yang dipikul para pekerja tersebut juga berbeda. Ketika pekerja bagian pemasaran bukan merupakan pekerja dengan sistem PKWT makan akan memperbanyak upah bagi pekerja sedangkan unit yang dijual tidak tercapai, maka lebih hemat apabila pekerja bagian pemasaran menggunakan sistem PKWT, hal lain yang dapat dihemat seperti pada hak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baru didapatkan pekerja bagian pemasaran setelah menjalani dua belas bulan kerja, yang tentunya dalam dua belas bulan tersebut pekerja telah memenuhi target setiap bulannya untuk menjualkan unit.
Ketiga, beberapa pekerja yang mendaftar di bagian pemasaran tidak sepenuhnya mengerti kondisi lapangan, ketika bekerja dan membuat banyak pekerja yang resign secara mendadak ketika tidak dapat menjual unit satupun, hal ini membuat PT. BJS tidak dapat memenuhi target bulanan penjualan. Bu Titik juga menjelaskan, “banyak pula pekerja yang tiba-tiba menghilang tidak ada kabar, kalau sudah begitu kami anggap keluar dari PT. BJS”. Hal tersebut ditenggarai karena, tidak semua pekerja mengerti kondisi lapangan ketika memasarkan unit. Terkadang sudah bertemu dengan banyak klien namun tidak satupun klien yang bisa melakukan closing penjualan unit. 
Keempat, beberapa pekerja bagian pemasaran meminta menjadi PKWT, hal ini didasarkan karena pekerja tersebut pernah menjadi bagian pemasaran di pengembang lain lalu pekerja tersebut berpindah-pindah tempat kerja untuk mencari gaji dan bonus yang lebih tinggi, sehingga pekerja tipe seperti ini lebih senang jika berstatuskan sebagai PKWT yang mana hanya terikat pada target. 
Larangan dalam memberlakukan masa percobaan kerja pada pekerja PKWT telah diatur dalam Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja telah diketahui oleh pihak PT. BJS namun karena empat hal diatas, maka bagian pemasaran tetap menggunakan sistem PKWT dengan masa evaluasi kerja selama dua belas bulan lamanya. Ketika pekerja tersebut sudah melebihi dari dua belas bulan, maka statusnya tetap menjadi PKWT dan tidak ada masa evaluasi lagi, mengenai perihal hak-hak yang timbul setelah dua belas bulan adalah adanya fasilitas kesehatan untuk para pekerja PKWT bagian pemasaran. 
Pasal 81 Angka 14 Ayat (2) UU Cipta Kerja tertulis, “dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung”. PT. BJS telah mengetahui adanya aturan tersebut, namun pada pelaksanaanya tetap menjalankan sesuai apa yang tertulis pada perjanjian kerja tersebut, yaitu PKWT pada bagian pemasaran tetap dikenai masa evaluasi kerja selama 3 bulan pertama, lalu lanjut ke 3 bulan kedua dan yang terakhir pada enam bulan sehingga total menjadi 12 bulan masa kerja PKWT pada bagian pemasaran, baru kondisi tersebut tidak dikenai masa percobaan lagi namun tetap menjadi PKWT. 

Penjelasan pada pekerja yang berakhir diluar alasan menurut Pasal 81 Angka 16 Ayat (1). Seperti ketika tidak memenuhi target bulanan sedangkan pekerja tersebut merupakan pekerja PKWT maka seharusnya PT. BJS memberikan hak-hak pekerja tersebut, karena telah tertulis pada Pasal 81 Angka 14 diatas “masa percobaan kerja tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung” sama halnya ketika pekerja tersebut juga keluar ketika perjanjian masih berlangsung.
UU Ketenagakerjaan pada Pasal 62 menyebutkan secara rinci mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak yang juga tertulis dalam isi perjanjian kerja PKWT pada pekerja pemasaran di PT. BJS. Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menyebutkan, “apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”
Perjanjian kerja yang tertulis pada Pasal 17 hanya menyebutkan, pihak kedua berhak mendapatkan surat refrensi kerja dari pihak pertama dengan catatan jika tidak ada wanprestasi yang dilakukan pihak kedua yang berdampak pada kerugian baik secara materi maupun non materi pada pihak pertama, hal ini juga dapat menimbulkan masalah apabila pekerja diputus perjanjian kerjanya sebelum jangka waktu dua belas bulan seperti yang tertulis pada isi perjanjian kerja PKWT pekerja pemasaran. Hal ini tentu memberatkan pekerja, terlebih pada Pasal 13 perjanjian kerja tertulis, “Pihak Pertama berhak menghapus / tidak mencairkan komisi (fee) sampai dengan menerima pembayaran ganti rugi dari pihak kedua apabila pihak kedua melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan”. 
Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja PKWT PT. BJS memuat isi bahwa dalam 12 (dua belas) bulan kontrak tersebut bisa diputus atau diperpanjang. Sedangkan, pada kontrak tersebut tidak tertulis bahwa apabila pekerja diputus kontraknya akan mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 Angka 17 UU Cipta Kerja yang menyebutkan, (1) dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja / buruh (2) uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan (3) ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No 35 Tahun 2021 Pasal 15 yang menyebutkan secara rinci mengenai uang kompensasi. Berdasarkan pasal tersebut, maka pekerja dengan status PKWT berhak atas uang kompensasi yang harus dibayar perusahaan. Pembayaran uang kompensasi menyesuaikan masa kerja buruh pada perusahaan. Besarnya uang kompensasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 PP No 35 Tahun 2021.
Kompensasi yang disebutkan diperjanjian kerja berupa gaji dan tunjangan (tunjangan kehadiran), maka acuan yang harus dipakai oleh PT. BJS adalah Pasal 16 ayat (4) PP No 35 Tahun 2021 dengan kompensasi berupa uang pokok saja karena tunjangan kehadiran tidak sama setiap bulannya yaitu sesuai absensi pekerja serta sesuai dengan terlambat atau tidaknya pekerja pada saat bekerja. Apabila digabungkan dengan pelaksanaanya, seharusnya pekerja yang telah diputus kontrak selama masa kerja 3 bulan mendapatkan uang kompensasi dengan perhitungan yaitu masa kerja dikali dengan satu bulan upah lalu dibagi dengan dua belas bulan. 
Ibu Titik (GM PT. BJS) menyatakan bahwa tidak ada uang kompensasi yang diberikan ketika pekerja PKWT tersebut diputus kontraknya, baik pekerja yang bekerja hanya selama 3 bulan / kurang dari tiga bulan maupun pekerja yang diputus kontraknya saat telah bekerja selama dua belas bulan berturut-turut. Dengan adanya aturan tersebut, PT. BJS tidak dapat mengelak untuk tidak memberikan kompensasi pada pekerja pemasaran dengan status PKWT. 

Dalam penerapannya masa percobaan ini menurut Ibu Titik (GM PT. BJS) wajib dilaksanakan karena dengan adanya pekerja bagian pemasaran yang berstatus PKWT, pekerja bisa berpindah kota untuk memasarkan perumahan dengan pentargetan, pekerja juga dirasa bisa sangat fleksibel dalam melakukan pekerjaannya sebagai bagian pemasaran yang hampir jarang untuk menemui pelanggan atau klien pada jam kerja kantor. Karena ada pentargetan dan jangka waktu untuk pekerja bagian pemasaran maka pihak GM PT. BJS bisa memantau penjualan lebih mudah daripada ketika dilakukan dengan pekerja dengan status PKWTT dengan gaji dan tunjangan yang tentunya lebih besar. 

Mengenai aturan tertulis diatas, sangat sulit untuk dilakukan terlebih pada bagian pemasaran, penghapusan masa percobaan sulit dilaksanakan karena tidak ada penjamin bahwa pekerja tersebut benar benar akan memenuhi target seperti yang telah diperjanjikan pada perjanjian kerja. Jika dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, bahwa sebenarnya masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi bagi perusahaan yang menjalankan masa percobaan bagi pekerja dengan status PKWT. 

Tidak ada aturan atau sanksi yang menuliskan apabila perusahaan menerapkan masa percobaan bagi pekerja PKWT, bisa jadi hal inilah yang membuat perusahaan tetap menjalankan aturan pada perjanjian kerjanya yaitu adanya masa pecobaan bagi pekerja PKWT. 

Kendala yang Dihadapi PT. Bumi Jatikalang Sejahtera Dalam Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terkait Masa Percobaan 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Bumi Jatikalang Sejahtera saat melakukan pemenuhan hak bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, terbagi menjadi dua yaitu:
Pertama, Kendala Eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup PT. Bumi Jatikalang Sejahtera, hal ini terjadi karena ketidaksinkronan antara PT. Bumi Jatikalang Sejahtera dengan Pekerja PKWT. Beberapa kendala eksternal antara lain yaitu Kualitas pekerja bagian pemasaran, dari 35 jumlah pekerja PKWT pada bagian pemasaran PT. BJS hanya 20 pekerja saja yang dapat memenuhi target penjualan setiap bulannya, jika dirata-rata ketika terjadi fluktuatif jumlah pekerja PKWT pada bagian pemasaran, jumlah pekerja yang memenuhi target tidak lebih dari ¾ nya. Hal ini disebabkan karena perbedaan kualitas pada individu pekerja PKWT tersebut. 

Pekerja yang tidak dapat memenuhi target akan dievaluasi selama 3 bulan selanjutnya, ketika hasil evaluasi semakin menurun maka PT. BJS akan mengeluarkan pekerja tersebut. Sehingga ketika PT. BJS akan memenuhi hak pekerja tersebut merasa kesulitan, karena pekerja juga tidak memberikan peforma terbaiknya dalam menjalankan pekerjaan. Sering kali para pekerja yang tidak memenuhi target, keluar dengan sendirinya tanpa pamit, hal ini tentu menyulitkan tim ketika berada di lapangan. Ketika hal tersebut terjadi, seharusnya sesuai ketentuan Pasal 17 PP Nomor 35 tahun 2021 disebutkan ”dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh”
PT. BJS mengeluarkan pekerja yang tidak memenuhi target, pekerja PKWT tersebut juga tidak mendapatkan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. 
Kendala eksternal yang lain yaitu Pekerja yang langsung menghilang ketika tidak mencapai target. Pekerja yang menghilang tidak akan mendapatkan hak-haknya, karena sering kali pada pekerja dengan tipe seperti ini tidak dapat dihubungi kembali. Ketika pekerja sudah bekerja 1 bulan, maka ia berhak untuk mendapatkan upah dan tunjangan lain sesuai dengan peformanya namun ketika pekerja tersebut tiba-tiba menghilang, maka PT. BJS akan kesulitan untuk menyampaikan hak-hak pekerja tersebut. 

Pekerja yang tidak jujur, juga menjadi kendala eksternal terakhir karena terdapat beberapa pekerja yang tidak jujur dengan cara tidak menyetorkan sejumlah uang tanda jadi ke kantor pemasaran, hal ini terjadi karena terkadang pekerja tersebut berada di luar kota seperti Batu dan Gresik, ketika saatnya menyetorkan pekerja tersebut tidak kembali lagi ke PT. BJS, hal tidak jujur seperti inilah yang membuat PT. BJS kesulitan memberikan hak bagi pekerja PKWT lainnya karena takut ketika hak-hak dan fasilitas lengkap diberikan pada pekerja PKWT, namun kewajiban pekerja tersebut tidak dilaksanakan semestinya dan malah merugikan pihak PT. BJS. 

Kedua, Kendala Internal yaitu kendala yang berasal dari dalam lingkup PT. Bumi Jatikalang Sejahtera, terjadi karena adanya hambatan internal antara sistem dan pekerja, antara lain, minimnya anggaran. Penggunaan sistem PKWT pada pekerja pemasaran salah satunya digunakan karena menghemat anggaran upah pekerja jika menggunakan sistem PKWTT yang mana mengikuti upah minimum kabupaten. Pada sistem PKWT bagian pemasaran PT. BJS akan mendapatkan sejumlah fasilitas yang menunjang peforma pekerja tersebut yaitu mendapatkan fee, bonus, uang transport, uang pulsa dan uang makan. Hal tersebut akan diakumulasikan pada akhir bulan ketika pekerja telah memenuhi target penjualan, ketika tidak memenuhi target penjualan maka fee dan bonus tidak bisa diberikan. Tunjangan diatas diluar upah pokok yang diberikan, ketika pekerja telah melaksanakan kewajibannya maka pekerja juga akan mendapatkan hak-hak yang telah diperjanjikan oleh PT. BJS. Anggaran bagi pekerja PKWT sesuai dengan jumlah unit yang telah dijualkan oleh pekerja tersebut. Sehingga ketika pekerja tidak dapat menjual, maka tunjangan yang diberikan juga semakin sedikit. 
Sarana dan prasarana dalam menunjang penjualan. Diketahui bahwa PT. BJS juga bekerja sama dengan TNI dalam pengadaan perumahan untuk TNI, selain itu juga PT. BJS berhak mempertahankan gelar KPR terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pekerja dituntut untuk bekerja lebih keras.
Namun, dalam sistem tunjangan yang diberikan sesuai dengan peforma pekerja pemasaran tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi pekerja saat melakukan penjualan unit, terdapat beberapa sarana lain yaitu dengan mengikuti pameran di mall-mall. Kendala yang disebutkan diatas merupakan alasan-alasan yang ditemukan ketika PT. BJS tetap menerapkan masa percobaan bagi pekerja PKWT.  
PENUTUP

Kesimpulan

Kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera adalah larangan yang diatur pada Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja telah diketahui PT. BJS namun belum bisa mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.  Alasan masih menerapkan masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran yaitu banyaknya perumahan yang harus dipasarkan dan lokasi pemasaran berbeda-beda, peforma setiap pekerja berbeda, menghemat biaya operasional upah bagi pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan peforma yang diminta, untuk mempertahankan gelar KPR terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, beberapa pekerja yang mendaftar di bagian pemasaran tidak sepenuhnya mengerti kondisi lapangan, beberapa pekerja bagian pemasaran meminta menjadi PKWTT. 

Beberapa kendala saat pemenuhan hak bagi pekerja PKWT yaitu pada kendala eksternal kualitas pekerja bagian pemasaran, pekerja yang langsung menghilang ketika tidak mencapai target, pekerja yang tidak jujur dengan membawa uang tanda jadi dan pada kendala internal yaitu minimnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang penjualan.
Saran 

Saran bagi pemerintah adalah membuat sanksi administratif dan sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi larangan masa percobaan bagi pekerja PKWT karena masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem PKWT dengan tidak melakukan pemenuhan hak-hak yang layak bagi pekerja serta bagi perusahaan yang memiliki pekerja PKWT hendaknya melakukan perjanjian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Bagi perusahaan adalah mencantumkan pada surat perjanjian kerja sama dengan pekerja PKWT perihal apabila pekerja tidak melakukan penjualan sesuai target yang ditentukan perusahaan maka komisi tidak bisa dicairkan kepada pekerja.
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